PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/V/2011
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. a

bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrass Nomor PER.
26/MEN/X11/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.O7/MEN/XI11/2009 sudah tidak sesuai lagi
dengan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah sehingga perlu
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pgabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PKM .05/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara/L embaga/K antor/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang
Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan
Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PM K.05/2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan  Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK/07/2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang
Perencanaan Kas,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang
Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Pada Satuan Kerja
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23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrass Nomor
PER.12/MEN/1V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Tenaga Kerjadan Transmigrasi;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari s.d 31 Desember tahun berkenaan.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras selaku
Pengguna Anggaran dan disahkan olen Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut kanwil
DJPB, addlah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah
ingans vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepaakanwil DIJPB.

Penerimaan Negara secara giral adalah proses penerimaan negara dari sumber-sumber
penerimaan ke daam rekening kas umum negara yang dilakukan dengan
memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.

Pengeluaran Negara secara giral adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan
sumber dana dari APBN yang dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar
rekening bank.

Bagian Anggaran adalah Kementerian yang menguasai bagian dari penggunaan
anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang APBN Kementerian dalam hal ini
bertindak sebagai Pengguna Anggaran.

Unit Organisasi adalah Unit Eselon | Kementerian yang bertanggung jawab terhadap
pencapaian tugas, fungsi, dan program tertentu dari kementerian.

Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi
pada kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
Fungsi dan Sub Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi
merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian yang berisi satu atau bebergpa
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi
kementerian.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satker
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari
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sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil/sumber daya
manusia, barang modal termasuk peraatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Sasaran adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya
dan anggaran pada suatu program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan secara kuantitatif,
jelas, dan terukur. Sasaran pada konsep DIPA dirumuskan berdasarkan sasaran program
dan sasaran kegiatan.

Sasaran program merupakan sasaran program dari kementerian dan unit Eselon |
berkenaan.

Sasaran kegiatan merupakan sasaran yang akan dicapai oleh satker dalam rangka
melaksanakan kegiatan dalam DIPA berkenaan.

Keluaran adalah hasil yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan
oleh satker.

Indikator Keluaran adalah satuan biaya/harga, kuantitas dari keluaran yang dicapai
langsung dari pelaksanaan kegiatan.

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut revisi
Rincian ABPP, adalah perubahan atau pergeseran rincian anggaran menurut alokasi
Satuan Penetgpan Rencana Kerja Anggaran (SPRKA) sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran V Peraturan Presden Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.

Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut revisi DIPA,
adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.

Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat revisi POK, adalah
perubahar/pergeseran rincian kegiatan dan/atau anggaran belanja yang tidak
mengakibatkan perubahan pada DIPA.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Pejabat yang
diberikan kewenangan untuk  melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan keuangan negara bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh KPA/PPK yang berisi permintaan pembayaran kepada Pejabat Penguji
SPP dan Penerbit SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sgjumlah uang atas
beban bagian anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pihak yang
ditunjuk.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disngkat SPM, adalah dokumen yang
diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pgabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pejabat Pengujian SPP dan Penerbitan SPM adalah Pejabat yang melakukan pengujian
tagihan SPM atas beban APBN bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang diangkat oleh Menteri yang bertugas
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN Kementerian
Tenaga Kerjadan Transmigrasi.
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